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PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR 03 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota  adalah penanganan bidang kesehatan; 

  b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota dalam penanganan 

bidang kesehatan adalah  penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

di Puskesmas dimana Puskesmas memiliki fungsi pusat penggerak 

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan 

masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama; 

  c. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 

perlu adanya kejelasan mengenai pelayanan kesehatan yang 

terdapat di Puskesmas; 

  d. bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah, pelayanan kesehatan di Puskesmas masuk dalam 

kelompok retribusi pelayanan kesehatan; 

  e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 
f. bahwa ... 
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  f. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu 

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lembaran  Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Nomor 3828); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   
8. Undang ... 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 4438); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4139); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

14. Peraturan ...
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  16. Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 128 Tahun 2004/ Menkes/ 

SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Kesehatan Masyarakat; 

  17. Kepmenkes No. 582/MENKES/SK/ VI/1997 tentang Pola Tarif 

Rumah Sakit Pemerintah; 

  18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 37 Tahun 2000 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 

Nomor 27); 

  19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33); 

  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 
  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
  dan 
  WALIKOTA DEPOK 
  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PELAYANAN 
KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 
PUSKESMAS.  

   BAB I ... 
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BAB I 
  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Pemerintah Kota  adalah Pemerintah Kota Depok. 

  2. Kota adalah Kota Depok. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah DPRD Kota Depok. 

  5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

  6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok. 

  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. 

  8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk 

memegang kas daerah. 
  9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan 

yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan di suatu wilayah kerja Kecamatan. 
  10. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang 

dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua 

dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah 

tenaga yang berasal dari Puskesmas. 
  11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang 

sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup 

wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang 

disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. 

 

 

12. Puskesmas ...
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